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ABSTRAK :  - Bahwa untuk lebih mendukung dan meningkatkan pelayanan, meningkatkan tertib 
administrasi, menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pembebasan bea masuk 
dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor 
Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

    
 

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), PP No.79 Tahun 
2010 (LN Tahun 2010 No.139 TLN No.5173) sebagaimana telah diubah dengan PP 
27 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.118, TLN No.6066), PP 53 Tahun 2017 (LN 
Tahun 2017 No.304, TLN No.6172). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor diberikan 
dengan ketentuan barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, 
barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi 
spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang tersebut sudah diproduksi di dalam 
negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.  
Dalam rangka pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut 
pajak impor lebih tepat sasaran, serta penyempurnaan kebijakan, standardisasi, 
bimbingan teknis, dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan, 
direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan 
fungsi di bidang fasilitas kepabeanan dapat melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut 
pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak 
dan gas bumi. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, PMK Nomor 20/PMK.05/2005 dan 
ketentuan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan 
usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 177/PMK.011/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

   Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

   Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 
2019. 

   Lampiran halaman 34-72 

 


